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ABSTRAK 

Nama: M. Fariz Amrullah, NIM: 171120057, Judul Skripsi: 

Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam 

Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016).  

 Setelah pemberian kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada 

kepada Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional dan harus dicabut 

karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat didasarkan pada 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013. Lahirlah Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 yang menetapkan Badan Peradilan Khusus untuk 

menjadi lembaga peradilan yang memeriksa dan mengadili sengketa hasil 

Pilkada didasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (1). berbunyi: “Perkara 

perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan 

Khusus.” 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana 

konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus dalam menangani 

sengketa hasil Pilkada di Indonesia; dan 2. Bagaimana implikasi hukum 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pembentukan badan 

peradilan khusus.  

Tujuan penelitiannya yaitu: 1. Untuk menjelaskan konstitusionalitas 

pembentukan badan peradilan khusus dalam menangani sengketa hasil 

pilkada di Indonesia; dan 2. Untuk menjelaskan implikasi hukum Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pembentukan badan peradilan 

khusus.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan 

(statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) melalui 

pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Kesimpulan penelitian ini: 1. Tidak dikategorikannya Pilkada 

kedalam bagian dari rezim Pemilu, sifat Mahkamah Konstitusi yang 

sentralistik hanya berada di pusat, serta lahirnya Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 menjadi aspek konstitusionalitas dari pembentukan badan 

peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia. 2. 

Implikasi hukum yang timbul adalah pencabutan kewenangan dalam 

menyelesaikan sengketa hasil pilkada dan perlu penegasan mengenai konsep 

dan gagasan yang ideal dari badan peradilan khusus.  

 

 

 



iii 

 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022 

 

Nomor : Nota Dinas Yth. 

Dekan Fakultas Syariah 

UIN “SMH” Banten 

Di - 

       Serang 

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar) 

Perihal : Pengajuan Munaqasyah  

a.n M. Fariz Amrullah  

NIM. 171120057 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan Hormat, setelah membaca dan melakukan perbaikan 

sepenuhnya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara M. Fariz Amrullah, 

NIM : 171120057, yang berjudul :  Konstitusionalitas Pembentukan 

Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di 

Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Telah 

memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum 

Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 

Maka dari itu, kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera 

di munaqasyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.    

Serang, 10 Oktober 2021 

Pembimbing I 

 

 

Pembimbing II 

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum 

NIP: 19690906 199603 2 002 

Dr. M. Zainor Ridho, M.Si 
NIP. 19800721 200912 1 005 

 
 

 

 



iv 

 

KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN 

KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA 

DI INDONESIA (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 

2016) 

 

Oleh : 

 

M. FARIZ AMRULLAH 

NIM. 171120057 

Menyetujui, 

 

Mengetahui,  

Dekan  

Fakultas Syariah 

Ketua Jurusan 

Hukum Tata Negara 

 

 

 

 

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. 

NIP. 19650607 199203 1 005 

Atu Karomah, S.H., M.Si 

NIP: 19690214 199903 1 001 

 

 

Pembimbing I Pembimbing II 

 

 

 

 

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum 

NIP: 19690906 199603 2 002 

Dr. M. Zainor Ridho, M.Si  

NIP. 19800721 200912 1 005 



v 

 

PENGESAHAN 

Skripsi a.n M. Fariz Amrullah, NIM : 171120057, yang berjudul :  

Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam 

Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Indonesia (Analisis Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah 

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Okober 2021 . 

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar 

Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara 

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.  

     Serang, 26 Oktober 2021 

Sidang Munaqasyah 

Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota 

 

 

 

Hilman Taqiyudin, M.H.I 

NIP. 19711325 200312 1 001 

Faisal Zulfikar, M.H 

NIP. 19910405 201903 1 019 

Anggota  

Penguji I Penguji II 

  

 

H. Masduki, S.Ag., M.A 

NIP. 19731105 199903 2 001 

Atu Karomah, S.H., M.Si 

NIP. 19690214 199903 2 001 
 

 

 

 

 

 

 

Pembimbing I 

 

 

Pembimbing II 

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum 
NIP: 19690906 199603 2 002 

Dr. M. Zainor Ridho, M.Si 
NIP. 19800721 200912 1 005 



vi 

 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirabbil „alamiin 

Alhamdulillahirabbil „Dengan penuh rasa syukur dan bangga karya tulis ini 

dapat selesai dengan penuh usaha dan perjuangan dalam pembuatannya. 

Skripsi ini saya persembahkan kepada: 

Kedua orang tua saya Bapak H. Suhardi, S.Ag. dan Ibu Yayah yang 

senantiasa memberi dorongan, doa, dan rangkulan tiada henti dari mulai lahir 

hingga saat ini. 

Saudara kandung saya, baik kakak Riyan Arpan Alansori maupun adik 

Nadya Fitri Aulianisa. 

Keluarga besar alm. Bapak. H. Suma dan alm. Bapak. H. Saih. 

Guru-guru saya, teman-teman saya, dan seluruh tetangga-tetangga saya. 

Terima kasih sudah menjadi kekuatan dan motivasi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini atas segala omongan yang tidak baik di 

belakangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

MOTTO  

 تَصَرَّفُ الِامَامِ عَلى الرَّعِيَّةِ مَنُ وْطٌ باِلمَصْلَحَةِ 
“Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan 

mashlahah.” 
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